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INTISARI

Densan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya
pembangunan pada berbagai bidang maka akan terjadi pergeseran dalam penguasaan
dan pemilikan tanahnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik dalam
pendayagunaannya maupun dari segi hukumnya. Adanya penguasaan dan pemilikan
tanah pertanian yang luas di satu pihak dan pihak lain menguasai serta memiliki tanah
yang sempit, merupakan salah satu sebab timbulnya kesenjangan ekonomi, yang
berakibat masih banyak masyarakat pedesaan yang miskin. yang pada umumnya
terdiri atas keluarga petani bertanah sempit. Penelitian ini bertujuan unmk
mengetahui bentuk-bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah dan besarnya
pendapatan dari masing-masing bentuk penguasaan tanah pertanbian padi sawah
tersebut, serta untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pengusahaan tanah pertanian
padi sawah dalam sumbangannya memberikan pendapatan untuk mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk memberikan gambaran tentang penguasaan pemilikan tanah pertanian
dan kaitannya dengan pendapatan petani di Kelurahan Kalibeber, Kecamatan
Mojotengah, digunakan penelitian survey dengan metode deskriptif. Hasil penelitian
tersebut disajikan dan dianalisa dengan tabulasi sehingga diketahui besarnya
pendapatan menurut bentuk penguasaan pemilikan tanah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum status penguasaan pemilikan
tanah pertanian khususnya tanah sawah di Kelurahan Kalibeber dari 45 petani
responden yang ada berturut-turut adalah petani dengan status pemilik penggarap
sebanyak 62,22%, kemudian petani dengan status sewa sebanyak 22,23%,
selanjutnya petani dengan status bagi hasil sebanyak 15,55%. Rata-rata pendapatan
bersih perhektar yangdiperoleh petani sawah pada masing-masing status penguasaan
pemilikan tanah sawah berturut-turut yang terbesar adalah petani dengan status petani
pemilik penggarap sebesar Rp. 1.633.297,- / Ha/ tahun, kemudian petani dengan
status penyewa sebesar Rp. 1.492.554,-/ Ha/tahun dan petani dengan status bagi hasil
sebesar Rp. 1.340.600,-/ Ha/tahun. Pada hakikatnya perbedaan pendapatan yang
diperoleh petani terletak pada status penguasaan pemilikan tanah pertanian,
perbedaan luas pengusahaan tanah pertanian dan penggunaan faktor produksi yang
tersedia disampingpemeliharaannya pada masing-masing petani.
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BAB I

PEftDAHBLXJAN

A. Latstr Bclakang

Tanah sebagai sumber daya alam mempunyai arti penting daiam

kehidupan manusia, baik untuk tempaf tinggal maupun untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penguasaan dan

penggunaan tanah terutama untuk kepentingan pembangunan, maka masalah

tanah telah berkembang pesai menjadi masalah lintas sektoral yang

mempunyai dimensi ekonomi, dimensi sosia! budaya dan dimensi politik. Di

samping itu dengan meningkatnya pembangunan pada berbagai bidang serta

meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kebutuhan akan tanah

menjadi meningkat, baik kebutuhan tanah untuk pertanian atau pergeseran

dalam penguasaan, pemilikan maupun penggunaannya

Mengingat negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian

besar mata pencaliarian penduduknya sebagai petani, tanah merupakan faktor

yang sangat penting dalam segala aktivitasnya, serta terkonsentrasinya

penduduk di daerali pedesaan. Makia bertambahnya jumlah penduduk di

wilayah pedesaan menimbulkan penggunaan dan pemanfaatan tanah semakin

meningkat dan memerlukan tanali yang luas, namun disadari bahwa luas



Meneineat terbatasnya persediaan tanah maka sangat diperlukan

usaha nyata da!am penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya,

Cphipaaa akan tercaoai suatu keadaan yang aman dan tertib yang mendukung

tercapamva tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan tercapai cita-cita

pembangunan Indonesia.

Kemudian oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tekad

tersebut lebih dioperasionalkan lagi mengmgat semakin strategisnya arti dan

kedudukan tanah bagi usaha-usaha pembangunan, yaitu dalam GBHN Tahun

1983, D. Arah dan kebijaksanaan Pembangunan :Umum ditegaskan bahwa :

"Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha
meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan
sosial. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan
penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk
pengalihan hakatas tanah."

Dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian perlu

diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat

tani. Undang-Undang Pokok Agraria pasal 6, mengakui fungsi sosial hak atas

tanah, sebagai konsekuensinya perlu diadakan pembatasan dalam penguasaan,

pemilikan dan penggunaan tanah. Ini berarti bahwa seseorang tidaklah bebas

dalam melakukan penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanah,

melainkan ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan

mengenai bagaimana seharusnya penguasaan, pemilikan dan penggunaan

tanah tidak merugikan kepentingan umum diatur dalam pasal 6, 7, 10, 17 dan



Dalam Undang-undang nomor 56/Prp/1960 dijelaskan batas minimum

tanah pertanian yang harus dimiliki oleh setiap keluarga petani seluas 2

hektar. Adanya pembatasan penguasaan dan pemilikan tanali minimum ini

bertujuan agar setiap keluarga petani mempunyai tanah yang luasnya cukup

layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Namun dalam kenyataannya

belum terlaksana karena tanah yang dimiliki semakin sempit, hal ini

disebabkan adanya fragmentasi tanahpertanian secara terus menerus.

Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan tanah pertanian

menjadi sempit dan jugabentuk penguasaan, pemilikan tanahnya bervariasi

seperti adanya petani pemilik penggarap, petani bagi hasil, petani penyewa

dan petani penggadai. Di samping itu luas penguasaan pemilikan tanahnya

bervariasi seperti petani yang menguasai tanah pertanian yang luas dan ada

jugapetani yang menguasai tanah pertanian yang sempit

Untuk mengatasi keadaan seperti itu bagi petani yang mampu dapat

mengusahakan tanah milik orang lainbaik dengan sistem sewamaupun gadai

tanah menurut adat setempat, sedangkan petani yang tidak mampu mereka

akan menggarap tanah milik orang lainuntuk mendapatkan upah.

Kelurahan Kalibeber adalah merupakan salah satu desa yang

mengalami laju pertumbuhan pembangunan cukup pesat, dari sejumlah 3

kelurahan dan 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojotengah

Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut ditunjang dengan adanya pembangunan



gedung IIQ (Institut Jimu Qur'an) yang dibangun pada tahun 1989 dan

pondok pesantren Al Asy'asriyab yang dibangun pada tahun 1988, sehingga

menarik masyarakat untuk mendirikan daerah pennukiman di sekitar lokasi

tersebut.

Dengan adanya hal tersebut di atas, maka tanah-tanah pertanian yang

luasnya sempit akibat terkena fragrnentasi secaraterus menerus dan tidak bisa

lagi diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani, banyak petani yang

menjuai tanahnya dengan cara di kapiing-kapling, hal ini lebih

menguntungkan sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan tanali

pertanian ke non pertanian.

Dalam usaha pertanian, sevva menyewa tanah dan bagi hasil tanah

pertanian merupakan hal yang biasa teijadi di Kelurahan Kalibebeiynasing-

masing bentuk penguasaan tanah pertanian tersebut. dilakukan menurut adat

setempat dan dilakukan menurut modal yang dimiliki oleh masing-masing

petani..

Adapun mengenai penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang

melampaui batas maksimum yang telah ditentukan kadang juga terjadi di

masyarakat Hal ini disebabkan masih adanya orang yang mempunyai modal

besar menguasai tanah pertanian yang digunakan sebagai alat spekulasi dan

monopoli sehingga terlihat adanya gejala pemusatan penguasaan pemilikan

tanah pertanian. Sebagian besar petani di pedesaan rata-rata memiliki tanah



keluarganya. Untuk mengatasi hal tersebut pada petani yang mempunyai

tanah yang sempit lebih suka bekerja sebagai buruh tani atau bekerja diluar

sektor pertanian. Sedangkan padapetani yang mampu akan menggarap tanah

milik orang lain dengan sistem sewa tanah atau bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil obyek penelitian

dengan judul : "PENGUASAAN, PEMILIKAN TANAH PERTANIAN

DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER

KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

PRO VINSIJAWA TENGAH."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penyusun dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penguasaan pemilikan tanali pertanian, padi sawah

bagi petani di Kelurahan Kalibeber ?

2. Berapa besar sumbangan pendapatan dari bentuk penguasaan tanah

pertanian untukmemenuhi kebutuhan hidup sehari - hari?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah

sawah.

2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan dari masing-masing bentuk

penguasaan tanahpertanian padisawah.

3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pengusahaan tanah pertanian

berupa padi sawah dalam sumbangannya memberikan pendapatan untuk

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan daripenelitian yangakan dilakukan nanti adalah untuk :

1. Untuk referensi bagi perpustakaandi SekolahTinggiPertanahan Nasional

dan sebagai bahan masukanbagi badanPertanahNasional dalam rangkan

menetapkan kebijaksanaan khususnya dalam bidang pengaturan dan

penguasaantanah.

2. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dibidang penelitian selain itu

juga sebagai latihan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah

diperoleh selama menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan dan saran adalah sebagai

berikut:

Kesimpulan

1. Seeara umum status penguasaan pemilikan sawah di Kelurahan Kahbeber

Kecamatan Mojotengah dari 45 responden yang ada berturut-turut adalah

petani dengan status peniilik penggarap sebanyak 30 orang atau 62,22%,

kemudian petani penyewa sebanyak 12 orang atau 22,23%, selanjutnya

petani dengan status bagi hasil sebanyak 13 orang atau 15,55%. Untuk status

pemilik penggarap saja tanpa mengerjakan tanah milik orang lain adalah 20

orang dan sekaligus mengerjakan tanah milik orang lain baik sewa maupun

bagi hasil sejumlah 10 orang. Sedang untuk status penyewa yang tidak

mempunyai tanah sawah sendiri sejumlah 9 orang dan yang mempunyai

tanah sawah sendiri sejumlah 4 orang. Untuk petani bagi hasil yang tidak

mempunyai tanah sendiri sejumlah 6 orang dan yang sekaligus sebagai

pemilik penggarap sejumlah 6 orang.

2. Pendapatan bersih rata-rata per-hektar yang diterima petani pada masing-

masing status penguasaan pemilikan tanah sawah berturut-turut yang terbesar

adalah petani pemilik penggarap sebesar Rp. 1.633.297 - / Ha/ tahun,
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kemudian petani dengan status sewa sebesar Rp. 1.492.554-/ Ha/ tahun dan

petani dengan status bagi hasil sebesar Rp. 1.340.600 - / Ha/ tahun.

B. Saran

1. Menyimak kenyataan darai 45 petani responden yang menguasai dan memiliki

tanah dengan luas rata-rata 3.476 m2 menunjukkan berapa rriinimnya permlikan

tanah pertanian di Kelurahan Kahbeber, oleh karena itu perlu mendapat

perhatian serius dari pemerintah khususnya lurah untuk menghindari

pemecahan tanah pertanian yang semakin sempit, terutama pemecahan karena

jual beli dengan tidak memberi ijin pemecahannya, sehingga masyarakat tani

khususnya petani sawah padi dapat mencapai tarafhidup yang lebih baik.

2. Agar produksi padi pada musim tanam dapat diperoleh hasil yang optimal,

perlu dilakukan perencanaan waktu untuk tanam dan peningkatan penyuluhan

dari Petugas Penyuluh Lapang ( PPL ) kepada petani serta diupayakan agar

setiap petani dapat mengolah tanah pertanian seeara efisien.
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